
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 37TAHUN2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 22 TAIIUN

2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAII DAERAII KOTA BONTANG

Menimbang

TAHUN 2015

WALIKOTA BONTANG.

bahwa daiam tahun berjalan terdapat perkembangan yang

tidak sesuai rencana awal yang menyangkut kerangka
ekonomi dan pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, pendapatan daerah, serta saldo lebih tahun
sebelumnya sehingga perlu merubah RKPD Kota Bontang
Tahun 2015 yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2aS Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O 1O tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tata Cara, Penyrsunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
yang menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hirruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bontang Nomor 22 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Mengingat : 1.

b.



2.

J.

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyrsunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48 17):

4.

trIALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN

2()14 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAII DAERAH

KOTA BONTANG TAHUN 2015 .
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Lampiran 1l : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 37 Tahun 2015
Tanggal : 15 Juli 2015
Tentang : PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015

BAB V
RENCANA PROGRAJVI DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas
pembangunan Kota Bontang tahun 2015 secara operasional akan
dijabarkan melalui program dan kegiatara yang merupakan muatan
utama pada Bab ini. Mengingat bahwa kebutuhan belanja
pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang
tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan
kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini merupakan hasil
seleksidan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis
SKPD, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang)
tahun 2014 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota
Bontang.

Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak
lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi Kaltim
dan Pemerintah Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk Program
Pembangunan Berkeadilan yang meliputi : Pro Rakyat, Justice For All
(Keadilan untuk Semua) dan MDG's (Millenium Development
Goals/Tujuan Pembangunan Millenium). Bagi pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, program pembangunan yang Pro Rakyat diuraikan
lagi menjadi Program Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan), Program Pro

Job (Pengurangan Pengangguran), Program Pro Environment
(Pembangunan Berwawasan Lingkungan) dan Program Pro Growth
(perlumbuhan Ekonomi).

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan pembangunan
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015, Pemerintah Kota
Bontang telah menyusun program-program pembangunan yang selaras
dengan pencapaian kebijakan pembangunan tersebut.Dalam rangkaian
proses Musrenbang tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014,
telah disepakati program / kegiatan prioritas Pemerintah Kota Bontang
yang dinyatakan selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015. Berdasarkan
pertimbangan kemampuan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan
diupayakanmelalui APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN, sharing
antara APBD Provinsi dan APBD Kota Bontang, maupun melalui APBD
Kota Bontang. Ha1 ini dapat disampaikan sebagaimana matrik berikut
ini.
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Pada Bab II dokumen RKPD ini dijelaskan bahwa Bontang Utara
dikembangkan untuk kawasan industri berbasis kimia.
Berkembangnya industri di Kecamatan Bontang Utara telah mendorong
masyarakat cenderung bermukim di sekitar kawasan industri sehingga
pertumbuhan penduduknya paling tinggt dibandingkan dengan
kecamatan lainnya.

Pertambahan penduduk tersebut juga akan berbanding lurus
dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana pemukiman serta akses
ekonomi masyarakat. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Bontang
memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
permukiman serta fasilitas umum lainnya berupa sport center dan
pasar Loktuan, pembangunan Puskesmas 24 jam di Loktuan dan
pengembangan Pustu Bontang Kuala.

Untuk mempermudah lalu lintas barang dan penumpang maka
pemerintah Kota Bontang mengupayakan beroperasinya pelabuhan
Loktuan pada tahun ini serta menyelesaikan fasilitas utama berupa
lokasi penumpukan barang dan pagar pembatas kawasan pelabuhan.
Agar akses utama untuk keluar masuk industri dan kawasan
pelabuhan berjalan lancar maka tahun 2015 direncanakan
pembangunan jalan lingkar pesisir serta peningkatan Jalan Arif
Rahman Hakim (Eks Jl. Kayu Mas) dan Jalan Cipto Mangunkusumo
(Eks Jl. Pupuk Raya).

Sebagai pintu gerbang utama masuk ke Kota Bontang,
Kecamatan Bontang Barat diarahkan untuk menjadi daerah penyangga

di sekitamya. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat
Kota Bontang maka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah terus
diupayakan dengan menambah bangunan RSUD, membeli alat-alat
kesehatan baru, dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya. Untuk
mengendalikan banjir, penyediaan air baku, dan kawasan rekreasi bagi
masyarakat, pemerintah juga melakukan mengerukan dan penataan

danau Kanaan.
Dalam mewujudkan perannya sebagai daerah penyangga dan

sesuai RPJPD Kota Bontang Tahun 2005 - 2025 serta RTRW Kota

Bontang maka pemerintah Kota Bontang telah melakukan enclave

terhadap sebagian kawasan hutan lindung Bontang di sekitar Jalan
Soekarno Hatta dan Jl. S. Parman untuk dijadikan kawasan
pemukiman, perniagaan dan pusat perkantoran bagi lembaga swasta.

Sebagai kawasan pemukiman, maka pembangunan infrastruktur jalan
dan jembatan terus dilakukan. Pada tahun 2015 akan dilakukan
pembangunan jembatan penghubung Kelurahan Kanaan dan Gn.

Telihan, penurapan sungai di Kelurahan Telihan dan Kanaan, serta

Pembangunan Pos Polisi untuk memberikan rasa alnan bagi

masyarakat.
Kecamatan Bontang Selatan merupakan memiliki wilayah

administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil'

Berdasarkan RTRW Kota, wilayah Kecamatan Bontang Selatan

merupakan pusat pemerintahan Kota Bontang. Oleh karena wilayahnya
yang sangat luas dibanding kecamatan lainnya maka pemanfaatan
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ruangnya diarahkan pula untuk perluasan kawasan industri, pusat
perekonomian masyarakat serta pusat peindidikan dan pelatihan.

Untuk mendukung perencanaan ruang tersebut maka tahun
2015 akan dilakukan pembangunan jalan menuju kawasan industri
baru di Bontang t estari, pemukiman karyawan PT. Pama, Balai Latihan
Kerja dan Lokasi BontangTekno Park. Agar transportasi menuju pusat
pemerintahan berjalan lancar maka dilakukan penurapan terhadap
bagian-bagian jalan yang mengalami longsor melalui kegiatan
Penanganan tongsoran jalan Soekarno-Hatta.

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat,
pemerintah Kota Bontang berusaha mengembangkan pasar Rawa
Indah menjadi pasar modern. Selain akan menampung pedagang yang
lebih banyak, pasar ini juga akan memberikan kenyamanan bagi
pengunjung yang hendak berbelanja. Dengan kondisi ini diharapkan
volume perdagangan akan meningkat sehingga ekonomi masyarakt
akan meningkat pula.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan
Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang
tahun 2015, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan ini diusulkan anggaran tahun 2015 sebesar
Rp. 1 .9 1 3.267 . 144.849,- atau bertambah Rp.339.855.258.849,00,- dari
target yang ditetapkan dalam RKPD 2015 sebelum perubahan yang
ditetapkan sebesar Rp. 1.573.a 1 1.886.000,-. Adapun rincian anggaran
terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-
masing SKPD disampaikan sebagai berikut :
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Tentang : PERUBAT{AN ATAS PERATURAN UIALIKOTA BONTANG

NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAII DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, tahun
2015 merupakan tahun kelima dari RPJMD, tahun kelima merupakan
tahun terakhir proses berkesinambungan dari proses empat tahun
sebelumnya 201 i s.d. 2014. Pada periode ini kebijakan ekonomi
daerah lebih diarahkan kepada pengembangan iklim investasi dan
peluang usaha. Sejalan dengan kebijakan tersebut peningkatan
kualitas dan kwantitas infrastruktur masih tetap menjadi perhatian
utama arah kebijakan pembangunan karena ketersediaan infrastruktur
yang memadai merupakan salah satu prasyarat dalam mendorong
tumbuhnya investasi.

Perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh sektor
industri pengolahan dimana sub sektor gas alam cair kontribusinya
mencapai 9Oo/o dari total PDRB.Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan
pembangunan yang mampu mendorong dan megakselerasi tumbuhnya
investasi menjadisangat perlu diupayakan untuk secara gradual
mendorong berkembangnya sektor-sektor non migas secara lebih
berkelanjutan. Sebagai daerah pemekaran baru, sektor-sektor diluar
migas yang menunjukkan peningkatan kontribusinya secara relatif
adalah sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Sedangkan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dalam
PDRB tanpa migas, masih sangat didominasi oleh industri pupuk dan
kimia.

Dengan memperhatikan realitas tersebut, pertumbuhan ekonomi
Kota Bontang menjadi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi
industri gas alam cair. Hal ini berimplikasi pada relatif tidak
signifikannya stimulasi kebijakan pembangunan ekonomi melalui
program-program pembangunan pemerintah daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Namun demikian sejalan dengan
agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional
yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan
indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, kebijakan pembangunan secara terus-menerus berusaha
menyeimbangkan setiap kebijakan dal langkah antara kebutuhan
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untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan
kesejahteraan.

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional,
Pemerintah Kota Bontang telah menjabarkannya ke dalam visi, misi
dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan
program dan kegiatan pembangunan. Sejalan dengan kerangka arah
kebijakan pengembangan perekonomian di atas, percepatan
pembangunan ekonomi Kota Bontang di dalam RPJMD Kota Bontang
tahun 2011-2016 dijabarkan dalam beberapa kebdakan pembangunan
sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah berupa jalan
dan jembatan.
Percepatan pembangunan sarana transportasi keluar masuk masuk
Bontang berupa pembangunan pelabuhan dan bandara.
Meningkatkan ketersediaan air bersih dan listrik.
Mendorong pengembangan sektor riil melalui penambahan skill dan
akses permodalan bagi pelaku ekonomi

5. Pengembangan ekowisata pesisir, wisata budaya dan wisata
kuliner.

6. Pengembangan pusat perekonomian masyarakat berupa pasar-
pasar tradisional maupun pasar modern.
Pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.
Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional)
untuk pemasaran produk Kota Bontang

3.1.1. Kondisl Ekonoml Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan 2O14
A. Pertumbuhan Ekonoml Tahun 2O13

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan
PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun
sebelumnya dan merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kine{a perekonomian riil suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat
dipandang sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua

sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun
waktu satu tahun.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat
dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator
makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dengan tolok
ukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya

nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan
refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya alam
dan sumber daya manusia.

Memasuki semester kedua tahun anggaran 2015, terdapat
beberapa penyesuaian terhadap sejumlah indikator makro ekonomi
sebagaimana yang dicantumkan dalam RKPD tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2013 dengan mingas

mengalami koreksi dari -6,81"/o menjadi -6,40, dengan demikian angka
pertumbuhan tersebut menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan



pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam RKPD sebelum
perubahan dan tentunya lebih tinggi pula dibandingkan dengan
capaian tahun 2012 dimana pertumbuhan negatif mencapai -7,I5o/".
Faktor penurunan produksi gas alam cair oleh Pl. Badak NGL yang
tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya,
merupakan sumber utama pertumbuhan negatif tersebut.

Koreksi juga teq'adi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota
Bontang tahun 2013 tanpa migas, dimana pertumbuhannya menjadi
6,43 dari sebelumnya pada data sangat sementara dicatat sebesar 6,38
Dersen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Bontang

Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000)
Tahun 2OII-2O13

No Lapangan Usaha 20t2
2013

Murni Perubahan

L Pertanian 2,78 2,68 7 ,44
Pertambangan dan Galian -v,z) -0,L2 -55,30

3 lndustri Pengolahan -8,45 -8,2r -7,71

4 Listrik. Gas dan Air Bersih o,57 3,74 3,83

5 Bangunan 4,88 5,36 5,01

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4,47 4,L2 4,32

7 Pengangkutan dan Komunikasi 17 ,45 5,08 5,08

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 5,89 6,24 6,24

9 Jasa-Jasa 7 ,82 6,85 6,85

Pertumbuhan sektoral Der tahun -7 ,t4 -6,81 -6,40

Pertumbuhan sektoral per tahun tanpa migas 6,ZO 5,38 6,43

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa sektor Pertambangan dan
Industri Pengolahan yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam
pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan negatif atau kontribusinya
terhadap PDRB lebih kecil dari tahun 2012. Sektor industri
pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB masih
mengalami pertumbuhan negatif yang cukup signifikan mencapai -

7,7Lo/o. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan produksi pengolahan
gas oleh PT. Badak yang disebabkan menurunan pasokan gas dari
kilang-kilang di Kalimantan Timur. Sebaliknya, sektor-sektor tersier
umumnya mengalami pertumbuhan positif meskipun secara relatif
mengalami pelambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012.
Sektor Jasa-jasa diperkirakan mengalami pertumbuhan paling
signifikan pada tahun 2013 yang mencapai 6,85yo. Namun demikian
tingkat pertumbuhan ini menunjukkan penurunan dibandingkan
tahun 2O12, dimana sektor ini tumbuh 7,82o/o. Pertumbuhan sektor ini
mencerminkan berkembagnya ekonomi perkotan.

Ditinjau dari struktur distribusinya terlihat dengan jelas bahwa
industri pengolahan masih sangat mendominasi perekonomian Kota
Bontang pada tahun 2013. Sektor ini berkontribusi lebih dari 89o/"

terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2013.
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Tabel 3.2
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Kota Bontang Tahun 2Oll-2O13 (Persen)

PDRB Per Kaplta dan Pendapatan Per Kapita
PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang umumnya

digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang dicapai oleh
penduduk suatu daerah. Indikator ini menggambarkan nilai tambah
yang dihasilkan per jiwa dalam satu entitas wilayah dalam satu tahun.
Dengan mengurangkan penyusutan dan pajak tidak langsung, maka
diperoleh pendapatan per kapita. Dengan penyajian secara berkala data
pendapatan per kapita, selanjutnya dapat dilihat perubahan tingkat
kemakmuran masyarakat daerah suatu daerah.

Untuk menunjukkan tingkat perbaikan kemakmuran masyarakat
di Kota Bontang secara rebih riil digunakan angka PDRB dan
pendapatan per kapita tanpa migas. Dengan mengeluarkan unsur nilai
tambah migas, PDRB dan pendapatan per kapita tidak lagi dipengaruhi
oleh adanya fluktuasi baik produksi maupun harga migas.

Gambar 3.1
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2OO9 - 2Ol3
. (Juta Rupiah)
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No Lapangan Usaha zoLz
2013

Murni Perubahan

1 Pertanian 0,15 0,16 0,16

2 Pertambangan dan Galian o,z7 0,29 0,06

3 Industri Pengolahan 49,42 88,08 89,46

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,08 0,09 0,08

Bangunan 5,60 6,33 5,76

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,53 2,83 2,53

7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,59 o,7a 0,69

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan o,7r 0,81 o,7L

9 Jasa-Jasa 0,55 0,63 0,55
*Anoka Sementara

+PDRB Per Kapita +Pendapatan Per Kapita



PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita selama lima tahun
terakhir tanpa migas menunjukkan tren peningkatan yang cukup
stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa teqiadi perbaikan sektor-sektor
ekonomi masyarakat secara riil selama kurun waktu tersebut. PDRB
per kapita Kota Bontang meningkat dari Rp.51,7 juta pada tahun 2009
menjadi Rp.74,47 juta pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan
44o/o daTam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan Pendapatan
per kapita mengalami peningkatan 46,450/o dalam kurun waktu yang

salna.
Dengan memperhatikan tren peningkatan indikator makro ini,

dapat diproyeksikan bahwa perekonomian masyarakat Kota Bontang
akan cenderung terus mengalami peningkatan di masa yang akan
datang.

C. Perklraan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2014 dan 2O15
Berdasarkan koreksi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan

angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2014,

terjadi koreksi/perubahan terhadap angka pertumbuhan ekonomi
tahun 2014. Namun demikian untuk proyeksi pertumbuhan tahun
2015, dengan mengacu kepada beberapa asumsi ekonomi makro
nasioanal saat ini perkiraan pertumbuhan tahun 2015 Kota Bontang
masih dianggap relevan, sebagaimana diringkas pada tabel 3.3.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan migas tahun
2Ol4 dan 2015 diproyeksikan masih mengalami pertumbuhan negatif
cukup signifikan dengan asumsi kontribusi sektor industri migas

masih akan mengalami penurunan. Masih sangat rendahnya tingkat
pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh sektor Usaha
Industri Pengolahan sebagai sektor yang masih sangat dominan dalam
struktur ekonomi Kota Bontang. Penurunan produksi gas alam cair
oleh PT. Badak NGL berpengaruh sangat besar terhadap kine{a sub-
sektor industri pengolahan migas sebagai lapangan usaha penyumbang

terbesar dalam perekonomian Kota Bontang. Sedangkan pertumbuhan
ekonomi tanpa migas diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang

cukup signifikan berkisar 6Yo pada tahun-tahun tersebut.

Tabel 3.3
Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Talrun 2Ol2-2O14Kota un

NO lndiklbr li|lklo Eto{romi
Tahun 2014

Srb6lum
P6rubah!n

Tshun 2014
56blrh

Perubahsn

Tahun 2015 Tahun 21116

(-)

1 Pe umbuhan PDRB (%)

- Denoan lndustriMiqas -6,34 4,14 -5,67 -5,30

- Tanoa industri miqas 7,09 7,28 5,85

2. Tinokal Inflasift) 7,90 8,16 6,70 6.70

3. Struktur PDRB Menurut SeKoral (o/5) (Harga

Konstan 2000)

a, Pedanian 0,18 0,20 0,19 0.20

b. Pertambanoan dan Pemqalian 0,31 0,08 0.32 0.34

c, Industri Penqolahan 77.6 87,05 73.13 67,29

c.1. Induslri l\,lbas 80,48 17,92 80,11 79.73



t{o Indlksbr llakro Ekonomi
Trhun 20i4
$bdum

Psrubrhan

fthun 2014
S6blah

Porub.hrn

Tahun 2015

m
Tlhun 2016

r)
c,2. Industri Non Mioas 8,96 9.13 10.12 1'1.34

d. Listrik Gas dan Air bersih 0,10 0.10 0.11 0,13

e. Banounan 7,02 7,11 7.76 8,52

f. Perdaoanaan, Hotel dan Resloran 3.12 3,07 3.43 3,76

o. Penoanokutan dan komunikasi 0,87 0,85 0.98 1.09

h. Keu. Persewaan dan Jasa PBh 0,90 0,89 't.00 1,10

i. Jasaiasa 0,69 0,70 0,76 0,84

4. Struktur PDRB Menurut S€ktoral (Rp. Juta)
(Hama Konstan 2000)

a. Perlanian 29.V3,54 34.943.41 30,288,86 30.654,'!8

b. Pertambanqan dan Penooalian 52.311.'t5 4.946.11 51.929.63 51,548,10

c. Industd Penoolahan 1 4.800.704.05 1s.250.56.82 13,740,97'1.53 12.7 .072.14

c.1. IndustriMioas I 3,651 . 1 31 .24

c.2. lnduslriNon Mioas 't.5s.375.58

d. Listrik Gas dan Airbersih 17.859,44 17.447.U 18.753.21 19.646,97

e. BarEunan .196,979,75 r.245.691,32 1.274.375.62. 1.N7.nl.6
f. Perdaoanoan, Hotel dan Restoran 532.7't5,58 538.610,40 552.352,09 571.988.61

q. Penqanokutan dan komunikasi 148.051,67 149.450,89 158.8@,39 165.567,11

h. Kgu, Persewaan dan Jasa Prsh 152.811,70 156.042,89 160.083,95 167.350,19

i. Jasa-iasa 1'r7,559.46 122.533.90 1n.8W.23 128.n1.01

5. PDRB Per Kapih tanpa Miras atas dasar
Haroa Berlaku

79,755,80 90.581.294,30 85.040,21 90.342,63

6. Ratio Paiak Terhdap PDRB (%) 0,@ 0.12 0.11 0.1 1

7. Ratio PAD terhade PDRB (%) 0,n 0,21 0.22 0,21

8. Ratio dana o€dmbanoan terhdD PDRB (%) 1,25 1,38 1.52 1.44

Angka

3.1.2. Tantangen dan Prorpek Perekonomian Daerah Tahun 2014
dan tahun 2O15

Ditinjau dari sisi perkembangan ekonomi, salah satu tantangan
dalam rangka pembangunan daerah Kota Bontang adalah bahwa
secara internal, Kota Bontang sangat tergantung pada industri
pengolahan migas. Dengan tren produksi migas yang cendrung
menurun, maka Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan
pengembangan sektor-sektor lainnya untuk berusaha mensubtitusi
peran sektor migas dimasa-masa mendatang.

Besarnya peran sektor migas juga sangat berdampak pada sisi
pendapatan daerah, khususnya dana bagi hasil migas. Hal ini terkait
dengan industri migas yang sangat fluktuatif mengikuti perubahan
nilai tukar (exchange rate). Olele karena itu perekonomian Kota Bontang
untuk tahun 2014 dan 2015 tidak lepas dari situasi perekonomian
nasional yang dipengaruhi oleh yaitu nilai tukar.

Pada bidang kependudukan, Kota Bontang menghadapi
permasalahan pesatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi
pada kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan. Pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan oleh
meningkatnya angka kelahiran, juga disebabkan relatif tingginya angka
migrasi penduduk ke Kota Bontang. Sebagai daerah cluster industri
kimia, Kota Bontang menjadi daya tarik tersendiri bagi angkatan ke{a
di seluruh Indonesia untuk mencari peke{aan baik pada sektor
industri maupun sektor-sektor penunjang yang melayani kebutuhan
sektor industri tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi



pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dengan melakukan
program-program yang dapat menstimulasi tumbuhnya investasi dan
lapangan kerja baru, serta dengan memfasilitasi upaya peningkatan
daya saing tenaga keq'a dan bantuan modal usaha bagi pengusaha
kecil.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada prinsipnya merupakan
salah satu potensi ekonomi yang dapat mendorong meningkatnya
permintaan barang dan jasa, namun demikian pertumbuhan penduduk
ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan. Berdasarkan tren
peningkatan pendapatan Per Kapita Kota Bontang sebagaimana
dijelaskan sebelumnya maka, perekonomian Kota Bontang pada tahun
2Ol4 dan 2015 cukup menjanjikan bagi para investor untuk
menanamkan modalnya di Kota Bontang. Akan tetapi Pemerintah Kota
Bontang masih dihadapkan pada tantangan untuk terus
mengupayakan peningkatan iklim investasi yang lebih baik. Dalam
kaitan tersebut kebijakan pembangunan dalam rangka penyediaan
infrastruktur maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang dapat
meningkatkan daya tarik Kota Bontang di mata investor perlu terus
ditingkatkan.

Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang harus dapat
diupayakan pada tahun 2015 untuk mendukung peningkatan iklim
investasi di Kota Bontang. Pertama adalah peningkatan kapasitas
suberdaya baik air maupun listrik. Ketersediaan kedua sumberdaya ini
mutlak dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat maupun untuk pendukung bagi sektor riil atau dunia
usaha. Kedua adalah aksessibilitas. Transportasi ke dan dari Bontang
ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur masih
relatif terbatas pada satu alternatif moda transportasi dalam hal ini
transportasi darat. Oleh karena itu perlu upaya-upaya strategis
meningkatkan aksesibilitas dengan membangun infrastruktur moda
trasportasi baik laut maupun udara sehingga perekonomian Kota
Bontang menjadi lebih terbuka dimasa yang akan datang. Ketiga

adalah ketersediaan lahan bagi pengembangan sektor industri baru
atau kawasan industri.

Ketiga prasarana tersebut merupakan insentif-insentif yang
seharusnya tersedia dengan cukup memadai bagi tumbuhnya investasi
di daerah, disamping juga perlu terus diperbaiki sistem birokrasi
pelayanan bagi sektor-sektor dunia usaha. Upaya pemerintah
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jaringan
transportasi, jalur perhubungan laut, penyediaan sumber air bersih
dan pemenuhan kebutuhan energi yang didukung kondisi aman Kota
Bontang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk
berinvestasi di Kota Bontang. Dengan demikian, tenaga ke{a dapat
terserap sehingga masalah kemiskinan maupun tenaga keda dapat
dikelola dengan baik.



3.2. Arah Kebfakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan

akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu,
dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam
pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang

tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin
kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.
Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2015 secara

umum diarahkan:
1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan

kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2015 yaitu
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang

berkelanjutan (*stained), serta menumbuhkan iklim usaha dan
investasi yang kondusif.

2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya
untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan
sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2015

3. Kebijakan pembiayaan tahun 2015 diarahkan
kemampuan keuangan daerah melalui
Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah Kota Bontang

untuk meningkatkan
penguatan investasi

tahun 2015, selain
untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan
untuk mendukung prioritas pembangunan ekonomi daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun
20ll-2016. Adapun arah kebijakan ekonomi tahun 2015, dapat
disampaikan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan pembangunan
sarana transportasi berupa jalan raya dan bandar udara serta
pengoperasian pelabuhan umum untuk memperlancar arus
penduduk dan barang dari dan ke Kota Bontang.

b) Pengembangan pusat-pusat perekonomian masyarakat berupa
pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern.

c) Penciptaan iklim yang kondusif, penyediaan infrastruktur serta
pemenuhan kebutuhan energi dan air bersih guna menarik minat
investor lokal maupun asing ke Kota Bontang.

d) Peningkatan kualitas tenaga keq'a dan pengembangan jiwa

kewirausahaan.
e) Pembinaan dan pengembangan akses permodalan bagi usaha kecil

menengah dan koperasi.
Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui

mekanisme belanja langsung SKPD dan belanja tidak langsung, dengan

memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan
yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan
jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk
di dalamnya belanja modal yang dialokasikan secara tahun jamak

(multi years) yang harus dialokasikan pada tahun 2015.



3.2.1. Arah Keb{akan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan
akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-
sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli
daerah, serta tetap berupaya melakukan ektensifikasi sumber-sumber
pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di
wilayah Kota Bontang.

Pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
selalau mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam
pendapatan daerah di Kota Bontang masih bersumber pada dana
perimbangan khususnya dana bagi hasil migas, sehingga tingkat
ketergantungan daerah kepada produksi migas masih relatif tinggi.
Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu
peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara
bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yg
bersumber dari dana bagi hasil migas dan dana perimbangan lainnya
dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru
tentang perpajakan yang menyerahkan beberapa kewenangan
memungut pajak kepada daerah, maka memberikan peluang
bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang.

Peningkatan pendapatan dari sektor PAD di tahun 2013 dan
2014 memberikan sinyal yang menggembirakan, namun peningkatan
yang teq'adi dirasakan masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena
sebagian potensi pajak masih harus terus dilakukan validasi, sehingga
dapat memberikan kontribusi perhitungan pajak yang maksimal.

Terhadap kondisi ekonorni daerah dan kajian tantangan serta
prospek perekonomian daerah, maka berdasarkan analisis terhadap
sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah
hingga semester pertama 20 15, selanjutnya dilakukan perubahan
terhadap target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai
berikut :

Target pendao"o" 
^"*Hilll t*r' 20 I 5 Perubahan

NO Uraian
Jumlah (Rpl Bcrtrmb.h/

(Bcrhur.nSl
s€b€lum P.rub.h.n s€telah Perubah8n

{1) {2) (3) (4) (s) (6)

1.1 Pt|drpat n ..ll d.€r.h '| 09.607.500.000.00 138.282.103.9!19.47 28.67{603.9g9.i|7 26,,|6

1.1 1 Pajak daorah 50.275.000.000,00 57.430.000 000,00 7.155.000.000.00 14,23

1.12 Retibusi daemh 4.302.500.000,00 4.970.600.000,00 668.100.000,00 15,53

1 1.3
H6il pongelolaan keftayaan daorEh yang

dipisahkan
8.000.000.0m,00 8.000.000 000,00 00 00

1 1.4 Lain-lain pendapabn aslidaeEh yang sah 47.030.000.000,00 67 88r 503.999,47 20 851 503.99S,47 44,34



NO Ul.a!n
lwrl.h (Rpl E.rtrmb€h/

(acrkur.ngl %
scbelum P..ubahan s.talah Peiqbrhah

{1) (2) (3) {4) (s) (6)

12 D.n. pgrimbmg.n 1.042.576.776-m0.00 1.190.{15.757.1q},0{ 147.E3t 981.(q),00 1dt8

1.2.1
Dana bagi hasil pajsuBagi hasilbukan
paF( 889.3S 1 .000.000.0( 981.850.731490,0( 92.459.73't.490,00 10,40

1.2.2 Dana alokasi umlm 153 185 776 000,0( 104.682.726.000,ff -48 503.050.000.00 -31,66

1.2.3 Dana alokasi khusJs 0 103.882.300.000,0( 't03.882.300.000,00

1.3 Lrin-hin p.nd.pdrn dr.r.h Fng ..h $4.161 .110_000-00 2i6.047.36t ofl,.(x) -5t.133.7{4.950.00 -rql9

1.3.1 Hbah 0

1.3.2 Dana daruml 0

1.3.3
Bagi hasil p€iak da provirEi dan dari

oomo{inbh daorah hinnva
151.735.880.0m,00 181 .646.575.050.00 26 910 695 050,00 17,39

Dan6 P€nv€uaian dan obnomi Khugui 24 745.230 000,00 35 995.490.000,00 I r.250.260.000,00 45,46

1.3.5
B8ntlan l(euanggn dari Pemednbh
Da€rah Lsinnya

t25.000.000.000,00 m 405.300.0m,00 -98.594.700 000,00 -78,88

1.3.6 Penorimoan Lain-lain 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 00

JUTLAH PE]IDAPATAII DAERAH l.(56.665.3E6.000,00 1.57(7t5.226.539.47 tlt.0?9.1,O.519.47 8,11

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan
Kota Bontang sebagian besar bersumber dari dana perimbangan,
khususnya dana bagi hasil migas, diikuti oleh Pos Lain-lain
Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah pada urutan
terakhir.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kota
Bontalg akan terus melaksanakan upaya-upaya dan strategi sebagai
berikut:
1) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi diharapkan memberikan

kontribusi yang cukup tinggi dalam komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan sektor ini, perlu adanya
dukungan peraturan daerah sebagai Landasan Hukum pemungutan
yang kuat serta aparatur yang berkualitas dan kapabel dalam
melakukan pemungutan.
Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor
Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
yang dilakukan tanpa harus menambah beban kepada masyarakat.
Dalam hal ini ditekankan adanya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pembayaran paiak dan retribusi sehingga iklim yang
kondusif tetap terjaga untuk pengembangan dunia usaha.
Komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Daerah
Kota Bontang, sehingga upaya peningkatan koordinasi yang intensif
dengan seluruh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan
penerimaan Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah
yang Sah mutlak untuk dilaksanakan.
Kemungkinan penurunan alokasi dari beberapa komponen Dana
Perimbangan dibandingkan alokasi pada Tahun 2O14, sebagai

2l

3)

4l

t0



konsekuensi logis dari menurunnya asumsi ekonomi makro yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5) Peningkatan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diperoleh
dari adanya perubahan yang mendasar mengenai tarif maupun
peningkatan alokasi bagr hasil, sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai target yang pendapatan daerah, maka
pemerintah daerah berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh
Pemerintah Kota Bontang, antara lain :

i Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui
penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif,
ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik
menyangkut p4jak daerah maupun retribusi daerah;

} Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang
peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;

l, Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid
dan komprehensif.

i Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan
sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.

b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh
Pemerintah Kota Bontang antara lain :

i Meningkatkan koordinasi dalam penyusunurn program dan
kegiatan antara pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah
Pusat

i Memperjuangkan agar Kota Bontang tetap memperoleh Dana
Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

l Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan
yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan
target dana perimbangan.

c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sa.l., kebijakan yang

ditempuh antara lain:
)" Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal

mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat
memperoleh Dana Penyesuaian ;

l Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam
rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat
membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang,
serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana
Bagi Hasil Pajak Propinsi.

3.2.2. Arah Keb{akan BelanJa Daerah
Belanja daerah sebagai suatu tatanan terhadap pengeluaran kas

daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

ekonomi makro yang

1l



diarahkan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja
langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Memprioritaskan proporsi belanja langsung yang lebih besar
daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih
besar daripada belanja pegawai, merupakan salah satu kebijakan
anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan
keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan
alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh
kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2015 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar
Rp. 1.573.411.886.000,-, namun dalam RKPD Perubahan ini anggaran
belanja ditetapkan dengan penambahan cukup signifikan manjadi
sebesar Rp.1.913.267.144.849,- atau meningkat 21,6 persen. Alokasi
belanja daerah ini sebagian beasar dialokasikan melalui belanja
langsung sebagai wujud dari kebijakan anggaran yang harus
memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi belanja tidak langsung terjadi penyesuaian (berkurang)
yaitu pada posisi Belanja Pegwai dan penambahan pada alokasi belanja
hibah. Belanja pegawai dilakukan koreksi dan penyesuaian dengan
besaran menjadi Rp.433.654.724.429,- atau mengalami pengurangan
mencapai 8,37" dari pagu murni sebesar Rp.472.912.733.786,-.
Besaran Belanja Pegawai ini mengacu pada prognosis dan realisasi
belanja pegawai hingga semester pertama 201 5. Sebaliknya belanja
hibah mengalami penambahan menjadi Rp.63.002.491.000, atau
mengalami penambahan sebesar Meskipun teq'adi pengurangan pada

alokasi belanja Rp.8.002.491.O00,- dari pagu Murni yang ditargetkan
sebesar Rp.55.000.000.000,-. Penambahan ini sebagian besar
dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah

serentak yang dijadwalkan dilaksanakan pada Bulan Desember 2015.
Penetapan alokasi belanja secara keseluruhan tetap

memperhatikan prograrn prioritas untuk pencapaian target kine{a
walikota yang terdapat dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016.

Belanja langsung dititikberatkan pada 6 program unggulan yang

mencakup : (1) Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air; (2) Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (3) Program Rp. 50 Juta/RT; (4)

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; (5) Peningkatan Lingkungan
Hidup; (6) Komitmen Bersama.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan'
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pemenuhan dan
pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 2Ooh dan volume

12



anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR
DIKDAS 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan
te{angkau.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos
belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja
subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk belanja modal
yang telah ditetapkan dengan kontrak tahun jamak. Selisih antara
perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk
pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD serta belanja hibah
dan belania bantuan sosial.

erah Tah 20 2015

3.2.3. Arah Kebfiakan Pemblayaan Daerah
Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang

terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait

dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah

sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Tabel 3.5
Realisasi dan Daerah Tahun 2011-

ilo Uniln
luml.h (Rpl

B.rt!mb$,
B. urlng

(%)
sabalum Perub.h.n S.t lah Parubahan

(1) (2) (7)

Bcl.nF Tid.l L.nFung s:llt_887.73.7t6.(n 503.10(40{.910.m -32-ru.328.&6,00 {,12

2.1 1 Belanja p€gaw€i 472.912.733.786,m 433.654 724.429,00 39.258.009 357,00 €,30

2.1.2 B€hnja bunga 0,00 0,00 0,00 0,0c

21.3 Bolanja s$sili 0,m 0,00 0,0c 0,0(

2.1.4 Bolanjs hbah 55.000 000.000,00 63.002.491 .000,00 8002.491 000,00 14,55

2.1.5 Bohnja bantuon sc6ial 5.000.000.000.00 4.472.189.511.m -527.810 489,00 10,56

2.1.6 Bolanja b€gi hasi' k€psde Povinsi/Kabupabn/kola 0,00 0,00 0,00 0,0c

2.17
B€lanj€ Bantuan Kouangan kopada

Provinsi/Xabupatsn/lola dan Pemorinlrh Dosadan

Pamol

475.000.000,00 475 000.000,00 0,00 0,00

2.1.8 8€lania tjdak lerduge 2.500.000.000,00 1.500.000.000,00 r000.000.000,00 -40,00

JUTLAH BELA JA TIDAK LAI{GSI'IIG 535.887.7Si.7E4{X) 503-101.{0{.9,10,(n -3L7E3.328.816.00 $,12

2.2 Bglanja Langsung 1.037 .524.152.214,N 1 410162 739 909,00 372.638.587.695,00

2.2.1 Behnj8 pegarai 0.00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Eelanja barang dan its€ 0,00 0,0{ 0,m 0.00

2.23 B€l€nj8 modal 0,00 0,00 0,00 0,00

B JUXLAH BEI,AI{JA LA}IGSUIIG 1.037.524.152.2r4,00 1 .410 I 62.739.909,00 372.638.587.695,00 3582

c TOTAI" JUI',LAH BELANJA 'l -573-41 1 .EE6.000,00 1.913-267.114.E 19,00 339,855.25E.8,19,00 21,8



Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup
pembentukan dala cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus
diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan
pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan
teq'adinya surplus €rnggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan
berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti
penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan
pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah tahun 2015 disajikan dalam bentuk tabel dengan
format sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 Perubahan

Io Jml. P.norim.rn d||| Pmgelurr.n
Ponbi.Fm o|of'h

JutnLh Rp.
Brrtmb!h,
B.rku..ngS.bohm

Porub|h|n
Sctel.h Pcruh.n

(1) QI (7)

Pq)€rinaan p€nbiay6n 150 000 000.000,00 345 4,18.213.309,53 195.448.213.309,53

3.1.1
Siss lobih p€hitungan arugatEn bhun
sebelumnya {sILPA)

150.000.000 000,00 315.&8.2't3.309,53 195 448.213.309,53

3.12 Pgncairgn Dana Cadangan 0 0

3.'t3
Hosil peniualon kekayaan dadah yarE
dipis6hkan

0 0

3.1.4 Ponerimaan pinjaman da€.ah 0 0

3.1.5 Pon€dmaan kelrboli pembe an pinjaman 0 0

3.'!.6 Ponorimaan piuhng daarah 0 0

JUITAH PEIIERITAAII PETBIAYMI{ 't50.000.000.000,00 345.148.2r3 309,53 195.{48.213.309,53

Pengeluamn pombiayaan 33.253.000.0m,00 6.926.295.000,00 -26 326 705 000,00

3.2.1 Pefbonlukan dang cadangan 0 0

322 Penyetuan modal (lnwsb8i) dadrh 33.253.000 000,00 6.926.295.000,00 -26.326.705 000,00

Pgmbayaran pokok uhru 0 0

3.2.4 Pemborian piniaman daemh 0 0

JUIILAH PEI{GELUAMI{
PETBIAYAAII

3.253.000.01p,00 6.926295,000,00 -26.326-m5.000,00

JUIILAH PEIIBIAYMN ilETTO 116.7{7.000.000,00 338.521.91E.$9,53 221.77{.91E.31}9.53

Sumber utama Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015

diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
sebeleumnya. Dengan demikian perkiraan penerimaan pembiayaan
yang al<an diterima pada tahun 2015 merupakan SiLPA tahun 2014.
Perkiraan besarnya SiLPA harus diperhitungkan secara cermat dan
hati-hati dengan mempertimbangkan kine{a pelaksanaan anggaran

dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi APBD tahun
berjalan. Pada tahun 2O15 Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA tahun
2Ol4 berdasarkan hasil audit
Rp.345.448.213.309,53 mengalami

BPK adalah sebesar
oenambahan sinifikan

t4



o

dibandingkan angka perkiraan dalam RKpD sebelum perubahan yang
mencapai Rp. 150.000.000.000,-. Besamya SILPA tersebut
menyebabkan Anggaran Belanja tahun 2015 setelah perubahan yang
dapat dibiayai menjadi sebesar Rp. I.913.262.144.g4g,_ atau
bertambah Rp.339. 855.2 58. 849,00,- dari target yang ditetapkan dalam
RKPD 2Ol5 sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar
Rp. 1.573.4 I 1.886.000,-

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2015 anggaran
ini sepenuhnya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi)
daerah dengan besaran yang dalam RKpD sebelum perubahan
direncanakan Rp.33.253.500.000,-, dalam RKPD perubahan ini
dikoreksi menjadi sebesar Rp.6.926.295.0O0,-. Anggaran tersebut
direncanakan dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan
Daerah. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan (Pembiayaan Netto) dialokasikan untuk menutupi defisit
anggaran.

WALIKOTA BONTAI|G,

<=L/
AI'I DARMA
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